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PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 094 TAHUN 2010
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang a. bahwa untuk memenuhi ketentuan PaBaraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran PendapatarBdimja Daerah
Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan Peraturan Réai Bandung
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BeRagmah Tahun
Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksamnggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarm&sliohdalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturatikbita Bandung tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dakda Bandung Tahun Anggaran 2010;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PajakiBlan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Ni2vibahun 1994;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea étapl Hak atas
Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah ddogdang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undauigttiyy Nomor 21
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas TanaBatayjunan;

3. Undang-Undang ...



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygéeagn Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Niepte;

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang KeuaNggara,;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberah&legara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemarnkBangelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemenPanaan

Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembkantaDaerah
sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Uitdiaalgng Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undangrdnidamor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrartgeuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerabh;

10.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MajeéismbBsyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakil@aerBh dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakabagan Retribusi
Daerah;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentangb&ean Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1| Bandung denKabupaten Daerah
Tingkat Il Bandung;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentampdfolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan §skaasi dan Tugas
Pembantuan;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentauydukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentamgyid(&an Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwalakyat Daerah
sebagaimana telah diubah ketigakalinya denganuraraPemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PamaRegmerintah Nomor
24 Tahun 2004,

16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangeR#aan Keuangan

Badan Layanan Umum;

17 . Peraturan ...



17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentaagd&t Akuntansi

Pemerintah Daerabh;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentargr?an Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Barimbangan,;

20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentastersi Informasi

Keuangan Daerah;
21.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentabghH{epada Daerah;

22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangeRdaan Keuangan

Daerah;

23.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentadgnPan Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

24.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgnfan Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerabh;

25.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgb&gan Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daétalvinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

26.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentanguBanKeuangan

Kepada Partai Politik;

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@fiang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahhddéraggan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20@ntang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggdan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasionpin@dn DPRD serta
Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insemtdn Dana

Operasional;

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2@flang Pedoman
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBDygaR&n,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban PenggunBantuan

Keuangan Partai Politik

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2@flang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daahaim 2010;

31. Peraturan ...



Menetapkan

31.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bagpdyéomor 10 Tahun
1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tinijlgdndung;

32.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2€0&éng Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Delamvakilan Rakyat
Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah ketika kalinya dengan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007;

33.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 28é&rig Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

34.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2@@tartg Urusan

Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

35.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 280tang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahbir2Q085;

36.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 280fang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KotduBgnTahun
2009-2013;

37.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 20dfarig Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

38.Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 20b@abtg Tata Cara
Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersamaputsan Walikota,
dan Instruksi Walikota,

MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG MEABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aang@A10 terdiri

atas :
1. Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 412.183.526.157,00
b. Dana Perimbangan Rp. 1.343.704.006.752,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah Rp. 336.435.086.608,00

Jumlah Pendapatan Rp. 2.092.322.619.517,00

2. Belanja ...



2. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 121.900.543.667,90
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 408.048.052.418,40
3) Belanja Modal Rp. 582.480.337.529,70

Rp. 1.112.428.933.616,00

Jumlah Belanja Rp. 2.461.711.591.354,00

Surplus/(Defisit) Rp. (369.388.971.837,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 373.083.735.073,00

b. Pengeluaran Rp. 3.694.763.236,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 369.388.971.837,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan &eRagrah dan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeshhgamana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiram ILédhmpiran Il yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturaliké{a ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan damaBBlaerah yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebihjutanlalam dokumen
pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Dasgsimi dengan

ketentuan perundang-undangan.

Pasal ...



Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangka

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanymelagngan Peraturan

ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 5 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Februari 2010

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

DADA ROSADA

NOMOR 05



